
: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; 

: b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Daerah yang penting guna 
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Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab ; . N 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten_ N ,~s omor 
18 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Trayek 
perlu diadakan perubahan sesuai den~an 
perkembangan keadaan dan perekonom1an 
sekarang ini, sejalan dengan berlakunya Undang 
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; . 

d. bahwa berdasarkan pertimband~an sebagka1man1a 
dimaksud pada huruf a, b dan c I atas, ma a pe~ u 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang 
Retribusi lzin Trayek ; 

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
l . tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupat_en: 

kabupaten dalam lingkungan Daerah Propmsi :~ 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 : 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nornor ', 
1092 ) ; 981 i 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun Al tpe~dtang ·: 
Kitab Undang-undang Hukum cara t ana . 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun hl 99(7L tenbtangn 
Pajak Daerah dan Retribusi Daera cm ara 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tam?ahan 
Lembaran Negara Nomor 3693 ), sebagannana 
telah dirubah dengan Undang-undang Nornor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Unda~g· 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak ., 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048 ) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
I 999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839) ; 

5. Undang-undang Nomor 25 T ahun I 999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun I 999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun I 983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
I 983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai · Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139) ; 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Tcknik Penyusunan Peraturan Perundang 
undangun dan Bentuk Rancangan Undang- 

3 
2 

Mengingat 



, ~ a. Daerah adalah Kabupaten N ias ; . 
:l ' b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 

·: c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias; . 
~ d Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; . 
i; e: Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupa~en Nias ; 

_: f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabup~ten Nias ; 
-:_ g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya di~mgkat BKP adalah 

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Nias ; .. 

h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas fasilitas 
yang diberikan kepada umum dilingkungan terminal ; 

:. \. 

: '.· Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal l 

; f 

,. . Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 
; . Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
! :. Nias Nomor 6 Tahun 1999, Seri B Nomor 5), Pasal 1 dan Pasal 9 diubah 

.;' ·.' sebagai berikut : 

· Pasal I 

. \ 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERA TURAN 
DAERAH KABUP ATEN NIAS NOMOR 14 
T AHUN 1998 TENT ANG RETRIBUSI 
TERMINAL 

\ . Menetapkan 
i . 

• f : ~ 

Oengan persetuj uan 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS 
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Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun · 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 
'! t. Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di · 

Bidang Retribusi Daerah ; 
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur · · 
: i Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ' 

Penerimaan Lain-lain; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 

1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat 
ketentuan Pidana (l .cmbaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 1993 Nomor 4); 

,, f 16. Peraturan Daerah Knlurpatcn Nias Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retrihusi Terminal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nornor 6 Tahun 1999, 
Seri B Nomor 5) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupntcn Nias Nomor 4 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kcija 
Dinas Daerah Kahupntcn Nias (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Nias Tuhun 200 I Nomor 11) ; 



. [,, 

1/eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

{Agar setiap orang !11~ngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
t~turan Da~rah m, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
iMIIUpaten N1as. 
=-;: 
1: 

. '1:r' 
"..-!: 

~i. 

(; 
{B. Fasilitas lainnya : 
,, I. Sewa Toko/Kios setiap bulan......... R 

2 p. 75.000,- 
. llntuk setiap pemakaian kamar 

mandi/WC: 

~: !~:~t~'.~ .. ~-~~~~·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.:·.·.·.·. Rp. 300,- Rp. 500,- 
c. Buang air kecil.......................... Rp. 200,- 

Pasal II 

!truktur dan bes~mya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut . 
. Tcmpat parkir kendaraan penumpang umum dan bus .. 

l. Bus Cepat........................... Rp 2 500 umum. 
2. Bus Lamb t · · ,- 

. ~ Rp. 3.000 - 
3. Bus Mengmap Rp. s.ooo'- 
4. Non Bus Antar Kota........................ Rp. S.Ooo'- 
5. ~on Bus Dalam Kota...................... Rp. 2 500·_ 
6. f ruck Bukan Gandeng.................... Rp. 7:soo:- 

Pasal 9 

lain dalarn rangku r11claksanakan ketentu d 
bidang Retribusi ; an perun ang-undangan di 

s. ~enyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah k . 
tmda~an yang dilakukan oleh Penyidik Pe awai _sera~g aran 
selanJutnya disebut Penyidik untuk me g . Negeri S1p1' yang 
b k . ' ncan serta mengumpulkan 

u t~ ya~g denga~ b~kti itu membuat terang tindak pidana di bidan 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka g nya. 
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I. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa 
pelayanan fasilitas yang diberikan kepada umum di lingkungan 
terminal; 

J. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
melakukan pemungutan retribusi ; 

k. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat "· 
dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan 
dan pemberangkatan kenderaan umum yang merupakan salah satu 
wujud simpul jaringan transportasi ; 

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi 
yang terhutang ; 

m. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditetapkan/dihunjuk Kepala Daerah ; 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi 
administrasi danjumlah retribusi yang masih hams dibayar ; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan ; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar dari retribusi yang terhutang a tau tidak seharusnya terhutang : 

q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda ; 

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan utau kcterangan lainnya untuk · 
menguji kepatuhan pernenuhan kewajihan Retribusi dun untuk tujuan 



· ~- Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
;/Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
:.:tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

.·,':Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan 
·,~Ii Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber 

. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah 
· .. g antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan 
)itjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

· · pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 
~ejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu 

~ . Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
i. tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
]: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi 
.{ ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah 
;L mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar 
'.i. kebijakan tersebut memberikan beban yang adil. . ; 

,,•, 

< Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 
;; sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 

,~: penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain.harus 
;(: ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 
fi Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NO MOR 19 T ABUN 2002 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERA TURAN DAERAB KABUPATEN 

NIAS NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI 
TERMINAL 
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D. dangkan di Gunungsitoli p:: tanggal 20 September 2002 

SE~ARIS DAERAB KABllPATEN NIAS, 

-~ 
~ 

FAUDUZISOCBI TELAUMBANllA 

H 
KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 42 .; 

LEMBARAN DAERA ~- 

RINAIIATI B. BAEIIA 

dto 

Di hkan di Gunungsitoli p~: tanggal 26 Juli 2002 

BllPATI NIAS, 

Pasal II 

da tanggal diundangkan. 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa . 

. memerintahkan pengundangan 
Agar setiap or~g. mengetahu~:;:, atannya da\am Lembaran Daerah 
Peraturan Daerah im dengan pe p 
Kabupaten Nias. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR76 

Pasal II 
Cukupjelas 

Pasal I 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukupjelas 

PASAL DEMI PASAL 

Dengan demikian, materi Peraturan Daerah dititikberatkan un 
· menetapkan perubahan tarif Retribusi Terminal. . 

.; 

- Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang .. 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak ;~ 
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi ,_· 

· peluang dalam menggati potensi sumber-sumber keuangannya dengan ·'.· 
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah :!: . 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. ·· 

.melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 

10 

Dalam kaitan ini, maka penetapan tarif Retribusi sebagaimana diatur _·:1 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 1998 tentang : 
Retribusi Terminal dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi / 
perekonomian sekarang ini, terutama apabila dikaitkan dengan upay~y 
peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan ' 
perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias, ., 


